
[ 
SALINAN 

) 

PERATURAN BUPATI LANDAK 
NOMOR 37 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 58 TAHUN 2016 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN TARlF 

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LANDAK, 

Menimbang a. bahwa Peraturan Bupati Landak Nomor 58 Tahun 2016 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan dan 
Penetapan Tarif Retribusi Pengendalian Menara 
Telekomunikasi, perlu dilakukan penyesuaian dan 
penyempumaan dalam rangka mendukung pelaksanaan 
pemerintahan daerah, meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Landak tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Landak Nomor 58 Tahun 2016 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Pemungutan dan Penetapan Tarif Retribusi 
Pengendalian Menara Telekomunikasi; 

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3881); 

3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- 
Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3970); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor9 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 
tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio 
danOrbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3981); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5161); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 18 Tahun 
2008 tentang P embangunan dan Penggunaan Menara 
Bersama Telekomunikasi Seluler (Lembaran Daerah 
Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 18); 

12, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2012 Tentang 
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ( 
Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah KabupatenLandak 
Nomor 22); 



Memperhatikan : Surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat 
Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah Nomor S-209/PK.3/2016 
tentang Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian 
Menara Telekomunikasi. 

Menetapkan 
MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI LANDAK TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 58 TAHUN 2016 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN 
PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA 
TELEKOMUNIKASI. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang 
· Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan dan Penetapan Tarif Retribusi 
Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Landak 
Tahun 2016 Nomor 409), di ubah sebagai berikut: 

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf d diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 8 

(1) Perhitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi dasarkan 
pada biaya operasional pengendalian menara telekomunikasi di tetapkan 
lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. 

Ketentuan Pasal 12 di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 12 

Besarnya Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di tetapkan 
berdasarkan Surat Keputusan Bupati Landak. 



Pasal II 

Peraturan Supati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Landak. 

Ditetapkan di Ngabang 
pada tanggal a »tomb&¢ 2017 

BUPATI LANDAK, 

ttd 

KAROLIN MARGRET NATASA 

Di Undangkan di Ngabang 
pada tanggal Novunle 2017 
Pj. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN LANDAK, 

ttd 

ALPIUS 

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2017 NOMOR 475 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM 

SH 
03 1 003 



LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI LANDAK 
NOMOR: 37 Tahun 2017 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI 
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKAS 

FORMAT SURAT DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 
A FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH 

KOPSURAT 
Pemerintahan Kabupaten Landak SK.RD NOMORURUT 

Dinas Komunikasi dan Informatika Surat Ketetapan Retribusi Daerah 
Kabupaten Landak Retribusi Jasa Umum : 

Jalan Raya Ngabang - Pontianak Pengendalian Menara 
Km. 09 Ngabang Telekomunikasi 

Kabupaten Landak Tahun 2016 
Nama 
Alamat 
NPWRD 
No Uraian Jumlah 

I No. Rek 

Pengendalian menara telekomunikasi 

2 Tinggi Menara 

3 Luas menara 

4 Site area 

5 Titik koordinat 

6 Lokasi 

7 Frekuensi Kunjungan 

8 Nilai Retribusi 

9 Masa Retribusi 

Jumlah Ketetapan Pokok 

Jumlah Dibulatkan 

Dengan huruf : 

Perhatian : Pembayaran retribusi dilakukan pada bendahara khusus penerimaan Dinas Perhubungan, komunikasi 
dan ioformatika kabupaten Landak dengao mengguoakan SKRD atau rekening kas urnum Daerah Kabupaten 
Landak pada Bank kalbar Cabang Ngabang Nomor Rekening : 550I001611 

................. , ................................ 20 ... 

Kepala Dinas Komunikasi dan Lnformatika 
Kabupaten Landak, 

Nama 
Pangkat 

NIP 



B. FORMAT SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD) 
/,/ �PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK lL IDINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA No.SSRD : ................................ 

2:..), KABUPATEN LANDAK No. SKRD : ................................ 
N, Jalan Raya Ngabang-Pontianak km.3 Tahun : ................................ = Kode Pos 78357 Ngabang 

1. Data Subyek dan obyek retribusi: 
a. Nama Wajib Retribusi : ······································································································ 
b. Alamat : ...................................................................................................... 
c. NPWRD : I l l l I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
d. Masa Retribusi : ..................................................................................................... 

2. Setoran Retribusi Terutang 
a. Masa retribusi : Bulan .............................................. Tahun ...................................... 
b. SKRDKB : ................................................................. 
c. STRD : ................................................................. 

Besaran Setoran : 
No. Uraian Besaran Setoran 

J urnlah setoran ..................... Rp ............................................. 
Dengan huruf l :1····················································································································· 

Tanggal jatuh tempo : ............................................................................................................................... 

........................ , .................................. 20 ...... 
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Landak 

Nama 
Pangkat 
NIP 

Tanda tangan Diterima oleh : 
petugas penerima Tanggal ....................... penyetor 

Tanda tangan ............................... 
Nama terang ............................... 

......................................... . ............................................ 

Catatan: 
Lembar 1 
Lembar2 
Lembar3 
Lembar4 
Lembar5 

Wajib Retribusi 
Kepala Badan Pendapatan Daerah 
Bendahara Dinas 
Bendahara Penerima 
Arsip 



C. FORMAT SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD) 
l@[IBMERU<r,U< KABileATEN UNDAK 

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA No. STRD . 
KABUPATEN LANDAK Tgl terbit . 

gy [Jalan Raya Ngabang-Pontianak km.3 lTgljatuh :...............s..s....... 
xee [Kode Pos 78357 Ngabang [tempo :.as..so..sos.sos.s.... 

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara 
elekomunikasi, telah dilakukan pemeriksaan kewajiban retribusi daerah 
terhadap: 
A. Wajib Retribusi 

1. Nama Wajib Retribusi 
2. NPWRD 
3. Alamat 
4. Desa 
5. Kecamatan 
6. Atas pembayaran Retribusi Daerah 

Nomor 
B. Obyek Retribusi 

1. Jenis Retribusi 
2. Lokasi Obyek Retribusi 
3. Kelurahan/Desa 
4. Kecamatan 
5. Kabupaten 

....................................................................... 

................................. Rt/Rw . 

.......... .. Kabupaten . 

................................. Provinsi. . 

................................. Rt/Rw . 

6. Provinsi : . 
II. Dari pemeriksaan terse but diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 

1. Pokok Retribusi yang harus dibayar Rp . 
2. Telah dibayar tanggal Rp . 
3. Pengurangan Rp . 
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3) Rp . 
5. Kurang bayar (1-4) Rp . 
6. Sanksi administratif beru pa : 

a •..•••...•••......••••...........•••........................••• Rp . 
b .....................•......................................... Rp . 
c. Jumlah yang masih harus dibayar (6a+6b) Rp . 

7. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6c) Rp . 
Dengan huruf : . 

························• 20 . 
Kepala Dinas Komunikasi dan informatika 
Kabupaten Landak 

Nama 
Pangkat 
NIP 

Tanda tangan 
petugas penerima 

Catatan: 
Lembar 1 
Lembar2 
Lembar3 
Lembar4 
Lembar5 

Diterima oleh : 
Tanggal . 
Tanda tangan 
Nama terang 

Wajib Retribusi 
Kepala Badan Pendapatan Daerah 
Bendahara Dinas 
Bendahara Penerima 
Arsip 

penyetor 



D. FORMAT SURAT TEGURAN 

@ PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK 
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA No. Surat . ······························ 
KABUPATEN LANDAK Tangal . ······························ 
Jalan Raya Ngabang-Pontianak km.3 
Kode Pos 78357 Ngabang 

NPWRD I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
Kepada Yth: ················································ 

················································ ................................................ 
di- 

................................................ 
Menurut pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan retribusi 
sebagai berikut : 

Jenis reribusi Tahun 
Nomor dan tanggal Tanggal jatuh tempo 

STRD Jumlah tunggakan RP. 

Jumlah .............. Rp ..................... 
Dengan huruf : ........................................................................................................................... 

··························································································································· 
Sehubungan dengan ha! terse but, diminta kepada Saudara agar segera melunasi jumlah tunggakan 
dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran ini. 
Dalam ha! Saudara telah melunasi tunggakan terse but diatas, diminta agar saudara segera melaporkan 
kepada kami Kepala Bidang Komunikasi Dishubkominfo Kabupaten Landak. 

Ngabang, ....................................................... 20 ..... 
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Landak 

Nama 
Pangkat 
NIP 

Tanda tangan Diterima oleh : 
petugas penerima Tanggal ............................... penyetor 

Tanda tangan ............................... 
Nama terang ............................... . ·········································· 

········································· 
Catatan: 
Lembar 1 
Lembar 2 
Lembar3 
Lembar4 
Lembar 5 

Wajib Retribusi 
Kepala Dinas Pendapatan Daerah 
Bendahara Dinas 
Bendahara Penerima 
Arsip 



3. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN RETRIBUSI 
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK 
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
KABUPATEN LANDAK 
Jalan Raya Ngabang-Pontianak km.9 
Kode Pos 78357 Ngabang 

NPWRD 1 1 

No. Surat 
Tangal 

Kepada Yth: 

di- 

Nomor: . 

Diberitahukan bahwa dalam rangka pemeriksaan Retribusi Saudara ; 
Nomor 
Tanggal 
Perihal Retribusi 

perlu proses lebih lanjut. 

···································································································· 
······································································ . .................................................................................................................. 
·················································································································· 

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan Saudara melengkapi segera setelah menerima surat ini : 
1 . 

2. ························································································································································· 
3. ························································································································································· 
4. dst. 
Demikian untuk diketahui dan dimaklumi. 

Ngabang, 20 . 
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi 
dan Informatika Kabupaten Landak 

Nama 
Pangkat 
NIP 

Tanda tangan 
petugas penerima 

Catatan: 
Lembar 1 
Lembar2 
Lembar 3 
Lembar 4 
Lembar 5 

Diterima oleh : 
Tanggal 
Tanda tangan 
Nama terang 

Wajib Retribusi 
Kepala Dinas Pendapatan Daerah 
Bendahara Dinas 
Bendahara Penerima 
Arsip 

penyetor 

··········································· 



F. FORMAT SURAT PANGGJLAN 
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK �@j .. li" DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

# KABUPATEN LANDAK 
Jalan Raya Ngabang-Pontianak km.3 
Kode Pos 78357 Ngabang 

NPWRD 
Kepada Yth : 

di- 

Nomor: . 

Diberitahukan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan Retribusi Saudara : 

No. Surat 
Tangal 

Nomor 
Tanggal 
Perihal Retribusi 

perlu proses lebih Janjut. 

···································································································· 
.................................................................................................... 

............................................... 
...................................................... 

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan Saudara melengkapi segera setelah menerima surat ini: 

1. ······················································································································································ 
2. ··················································································•········•····•··························"························· 
3 . 
4. dst. 
Demikian untuk diketahui dan dimaklurni. 

Ngabang, 20...... 
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Landak 

Nama 
Pangkat 
NIP 

Tanda tangan 
petugas penerima 

Catatan: 
Lembar 1 
Lembar 2 
Lembar3 
Lembar 4 
Lembar 5 

Diterima oleh : 
Tanggal 
Tanda tangan 
Nama terang 

Wajib Retribusi 
Kepala Sadan Pendapatan Daerah 
Bendahara Dinas 
Bendahara Penerima 
Arsip 

penyetor 

BUPATI LANDAK 
ttd 

KAROLIN MARGRET NATASA 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAG HUKUM DAN HAM 

BUPATEN LANDAK 

NIP. 19180225 19 903 1 003 


